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© PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG=UNDANG NoeleTAHUN 1949
" ) TENTANG

:\ -
; DAERAH MILITAIR DAERAH ISTIMEWA JOGJAKARTA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang : bahwa perlu Daerah Istimewa Jogjakarts dengan enelave=er
ve Kaasummnan dan Mangkuhegaran dipisahken dari Daerah !
litair III di Djawa dan didjadikan Deerah Militair V di
wa;

Menimbang : bahwa perlu disdakan Peraturaeh tentang femerintah didae:
Militair jang baru tersebut diatas;

lMengingat : Pasal 22 ajat Undang-undang Dasar

Penetapan Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang
Republik Indonesia tahun 1948 tentang Pembentukan Daeral
Daerah Militair;

Memutuskan:

Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang sebsga:
berikut :

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG UNDANG No,l
TAHUN 19495 TENTANG DAERAH MILITAIR DAERAH ISTIME-
WA JOGJAKARTA.

Pasal I,

Segala aturan dalam Undang-undang, Peraturan Pemerintah dsb, jar
mengenai Pemerintahan-daemah di Daerah Istimewa Jogjakarta dan bert:
tangan dengan Peraturan Pemerintah ini, tidak berlaku buat daerah I:
mewa Jogjakarta.

Pasal II,

Segala Badan Negera, baik sipil maupun Militair jang mengurus !
al=soal pemerintahan-daerah di Daersh Istimewa Jogjakarta Jjang berti
Sangan dengan Peraturan Pemerintah ini dihentikan pekerd jaannja unt
daerah Istimewa Jog jakarta,

Paéal II.]_:'O

Putusan Menteri Negara, Kooirdinator Keamanan tertanggal 29 Jun
1949 Nos P/15 ditjabut kembali.

Pasal IVe
Daerah Istimewa Jogjakarta dengan enclave Kasunanan (Kawedanan
Imogiri dan Kapanewon Kotagede) serta enclave Mangku=Regaren (Kapan

won Nggwen) dipismhkan dari Daersh Milietair III di Djewa (Jogjakar
Kedu dan Banjumas;) dan didjedikan Daerah Militair & di Djawae

Pasal V
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Pasal V,

Buat Daerah Istimewa Jogjalarta/Daersh Militair V di Djewa diada
peraturan tentang Pemerintahan Gubernur Militair sebagai berikut:

IR DI DAERAH
Dl B l'l'.l 5

PERATURAN TENTANG PEMERINTAHAN GUBERNUR MILITA
L L JAKARTA/ DAERS LT V

Pasal 1,

(1) Kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan=daerah di Daerah Istimew
Jog jakerta dan Haminte Kota Jogjakarta serta enclave Kesunanan
Kawedanan Imogiri dan Kapanewon Kotagede) dan enclave Mangku=Ne
ran (Kapanewon Ngawen), baik sipil maupun militer, berada ditan
Gubernur Militer Daerah Istimewa Jogjakarta/Dserah Militer V di
Djawae

(2) Dalam segala soal pemerintahan militer dan soal ketenteraan Gub
nur Militer bertanggunged jaweb pada PanglimaTentera dan Territo
D;}awaa

Pasal 2,

Dalam mend jalankan pemerintahan seperti termaksud dalam pasal 1
Gubernur Militer dibantu oleh?
a, Staf Ketenteraan dan ,
b Staf Pemerintahan

Pasal 3,

(1) Staf Ketenteraan terdiri atas : c
a, Komandan Wehrkreise III sebagai Chef Staf Ketenteraan,
dan
be Staf Wehrkreise III.

(2) Staf Ketenteraan mengatur susunan Markas/Kantor Staf Ketenteraa:
dengan mengingat Maklumat-maklumat Menteri Negara *oordinator K
menen tahun 1949 No, S/2 dan S/3,

(3) Komandan Wehrkreise III atau Lomandanskomandan Sub Wehrkreise &
bawah pimpinannja membantu Staf Pemerintahan dalan usahanja men
min keamanan di Daerah Istimewa Jogjakarta atau di suatu bagian
daril Daerah Istimewa Jogjakarta dengan mengerahkan kesstuan-kes
an atau bagiane=bagian kesatuan bersend jata dibawah komandonja a
perintah Gubernur Militer,

Pasal 4.

(1) Staf femerintahan terdiri atas:

2, Komandan Sgb Territorium Militer Jogjakarta sebagai Kepala 8
Pemerintahan; >
be Kepala Bagian Prad;ia (Buggti Paniradyapati Djawatan Pradja)

bagal Wekil Kepala Staf Pemerintahan;
c. Kepala Sekretariat I’emerintah Daerah Istimewa Yogjakarta set
Sekretaris Staf Peme.vintahan; :
de Kepala Bagian Kemamgan sebagal Anggauta,
e, Kepala Bagian Penerangran .
I Kepala Bagian Sosial P
8o Kepala Bagian Pekerdjaan Umum '
h, Kepala Bagian Kemalmurar: L
i. Komandan Detachement I P(lisi £
Militer Djawa
Jo Kepala Kepolisian Daerah 1 stimewa
Jog jakarta.
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(2)

Staf Pemerintahan berkewad jiban merundingkan serta memutuskan so
soal jang mengenai kebid jaksanaan pemerintahan (bestuursbeleid)
seluruh daerah istimewa Jogjakarta,

Apabila dalam perundingan termaksud pada ajat (2) Pasal ini terd
di perselisihan, maka Gubernur Militer memberi keputusan,

Sta£ Pemerintahan berhak memberi petund jukepetund juk kepada :

2, “emerintah Militer Kota di Haminte Kota Jogjakarta dan

be Pemerintahepemerintah Militer Kabupaten di Kabupaten~kabupate
Sleman, Bantul, Gunung=-Kidul, Kulon=Progo dan Adikarto,

a, Komadan ¥iliter (Ibu=~) Kota Jogjakarta serta pars Komandan Di
trik Militer di tiap=tiap Kabupaten tetap bertanggung-d jawab
da Komandan Sub Territorium Militer Jogjakarta dalam soal tug
militer,

b. Komadan Mobiele Bataljon Polisi Militer, para Komandan Seksi
lisi Militer di Haminte Kota Jogjakarta serta para Komadan Su
Detachement Polisi Militer di tiap-tiap Kabupaten technis~org
satoris tetap dimbawah komando Komandan Vetachement I Polisi
liter Djawa, Janz taktis ada dibawah Komandan Sub Territorium
Militer Jogjakarta.

¢, Komendan Mobiele Brigade Polisi Negara Daerah Ig&timewz dJogjak
Kepala Yolisi Kota di inte Kota Jogjakarta serta para Koma
Detachement Polisi Negara @iseluruh Daerah Istimewa Jogjakart
tetap dibawah Xomando Kepale Kepolisian Daerah Istimewa Jogja
ta. :

d, Walikota Jogjakarta dan pars Bupati Pamong Pradja di seluruh
rah Istimewa Jogjakarta tetap bertanggung—d%iwab da Kepala
gian Pradja (Bupati Paniradyapati Djawatan Pradja) dalam soal
soal pemerintahan sipil,

Staf Pemerintahan mengatur susunan Sekretariat dan Bagianebagian
tersebut pada ajat (1) Pasal ini dengan mengingat Mgk lumatemaklu
mat Menteri Negara Koordinator Keamanan tahun 1949 No.8/2 dan §/

Gubernur Militer menetapkan istruksi untuk Sekretaris Staf ‘emer
tahan dan para Kepala Bagian termakéud pade ajat (1) Pasal inig
Pasal 5,

Gubernur Militer berhak mengangkat seorang Sekretaris Gubernur X
liter, jang memeb&intu Gubernur Militer dalam mend jalanBan pekerd
an=pekerd jaan administratief,

Sekretaris termaksud pada ajat (1) Pasal ini mengepalai Sekretal

Gubernur Militer, jang disusun dengan mengingat Naklumate-maklum:

Menteri Negara Koordinator Keamanan tahun 1949 Noo. S/2 dan 8/3.
Pasal 6 a

Gubernur Militer dapat mengangkat seorang Penasehat Niliter pad

Gubernur Militer Yaerah Tstimewa Hogjakarta, jang berhak memberi na
hat-nasehat dan memad jukan usul-usul tentang scal-soal ketenterasn
kepada Gubernur Milite:-,

Pasal 7a
Dewan YFemerintah Jlaerah Istimewa Jogjakarta berhak memberi nase

hatenasehat dan memad jukan usul=-usul kepada Guberpur Militer,

(1)

Pasal 8 o

Gubernur Militer menetapkan susunan Pemerintahapemerintah Milid
di Haminte 4=
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di Haminte Kota JogJakarta, di Kabupaten=kabupaten, di Kapanewor
kapanewon Pamong Pradja, di Kemantren~kemantren Pamong Pradja d:
di Kelurahan=kalurahan,

(2) Dalem menetapkan susunan Pemerintahspemerintah Militer termaksuc
pada ajat (1) Pasal ini Gubernur Militer mempergunakan sebanjak
mungkin Badan=badan Negara Republik Indonesia, balk sipil maupw
militer, jang sudah ada, serta seberapa bolch mengadakan persesi
alan (conoordantie) dengan susunan Staf Pemerintahan, termaksud
pada Pasal 2 sub b dan Pasal 4, satu sama lain dengan mengingat
Maklumatemaklumat Menteri Negara Koordinator Keamanan tahun 194

(3) Instruksieinstruksi untuk Pemerintahepemerintah Militer termalks:
pada ajat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Gubernur Militer,

Pasal 9,

Gubernur Militer berhak menetapkan batas<batas lingkungan=lingik
pemerintahan (Bestuursressorten) dari Haminte Kota Jogjakarta, Kabuy
kabupaten, Kapanewonekapanewon Pamong Pradja, Kemanteen-kementren P
Prad ja, Kalurahan-kalurahan dan Dukuh~dukuh di seluruh Daerah Istim
Jog jakarta,.

Pagal 10,

Dewan temerintah Kota Jogjakarta, Dewan-dewan Pemerintah Kabupa:
dan Dewanpdewan Kalurahan masing-masing berhak memberi nasehat-nasel
dan memad jukan usul-usul kepada Walikota Jogjakarta, Bupati-bupati
Luran=-luran jang bersangkutan,

Pasal 11,

Soal=~soal pemerintahan daerah di daerah Istimewa Jogjakarta, ba:

jang bersifat sipil maupun militer, jang tidak/belum diatur dalam W

undang dan/atau Peraturan-peraturan Negara Republik Indonesia dan/e
Penetapan ini, dapat ditetapkan oleh Gubernur Militer,

Pasal Vie
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1949

Ditetapkan di Jogjakarta
pada tanggal 30 J u 1 i 1949,

MENTERI PERTAHANAN, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
t1d, HAMENGKU BUWONO IX ttd, SOEKARNO,
DIUMUMKAN MENTERI DALAM NEGERI,

pada tanggal 30 Juli 1949
SECRETARIS NEGARA,

ttd., A.G.PRINGGODIGDO ttd, SOEKIMAN,



